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PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR 03 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA NON KAPITAS

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN NIAS SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

. bahwa berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69

Tahun 2013 tentang standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Lanjut dalam penyelenggeraan Program Jaminan
Kesehatan;

. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor : HK/Menkes/31/1/2014 tentang Pelaksanaan Standar Tarif Pelayanan
Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Lanjut dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

. bahwa Perjanjian Kerjasama Antara PT. Askes (Persero) Cabang Sibolga

dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan tentang Pelayanan Kesehatan
Tingkat Pertama Bagi Peserta Badan Penyelenggeraan Jaminan Sosial
Nomor : 36/KTR/0414 dan Nomor : 441/2066/TU-U/2014;

. bahwa dalam upaya menunjang ketertiban dan kelancaran serta peningkatan

mutu pelayanan kesehatan bagi peserta Badan Penyelenggera Jaminan Sosial
program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Nias Selatan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dala huruf a, huruf b,

huruf ¢ dann huruf d di atas, perlu menetapakan Peraturan Bupati Nias Selatan
tentang Pedoman Penggunaan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
di Kabupaten Nias Selatan:

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851)

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias

Selatan, Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan
di Provinsi Sumatera Utara;

- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negera Nomor 3637)

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negera Nomor 4456)

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lLembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negera
Nomor 5063):

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1186,
Tambahan Lembaran Negera Nomor 5266)
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. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomc_Jr 224, Tampahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
246); )
Und)ang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140
Tambahan Lembaran Negera Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan da’n
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republyk
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593); N
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533):

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255), sebagaimana
telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah:;

Peraturan Menteri Sosial Nomor : 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang
Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut dalam Penyelenggaraan Program
Jaminan Kesehatan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-204 Tahun 2011 tentang
Pengesahan Pemberhentian Bupati Nias Selatan dan Pengesahan
Pengangkatan Bupati Nias Selatan Propinsi Sumatera Utara:

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-205 Tahun 2011 tentang
Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan Pengesahan
Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Propinsi Sumatera Utara:

Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor -
93A/Menkes/SKB/I/1996 tentang pedoman pelaksanaan Pungutan Retribu
Pelayanan Pusat Kesehatan masyarakat;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman dan
Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah;

Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK/Menkes/32/1/2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi peserta
BPJS keseha.tan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas
Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan
Kesehatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 06 Tahun 2011 tentang
Pembebasan Biaya Kesehatan:
Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2015 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun
Anggaran 2015;



27 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah
Kabupaten Nias Selatan;

28. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pedomgan
penggunaan Dana Kapitasi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
di Kabupaten Nias Selatan;

29. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Naskah
Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan; .

30. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN

DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

a b wh =
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Kabupaten adalah Kabupaten Nias Selatan

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan

Bupati adalah Bupati Nias Selatan

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan

Jamian Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah Jaminan berupa
perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemiliharaan kesehatan dan
perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang
yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah;

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS kesehatan adalah
Badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalaah Fasilitas yang
melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan
observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya;

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelayanan
Teknis Dinas Kesehatan di Kabuapten Nias Selatan yang bertanggungjawab
menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerja tertentu termasuk Puskesmas
Pembantu dan Puskesmas Keliling.

Rawat jalan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum dan
dilaksanakan pada Puskesmas rawat inap, untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan
dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

Rawat Inap tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum dan
dilaksanakan pada Puskesmas Rawat Inap, untuk keperluan Observasi, perawatan, diagonosis,
pengobatan dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya
dirawat inap paling sedikit satu (1) hari.

Sistem Pembiayaan Kapitasi adalah cara pembiayaan pelayanan kesehatan tingkat pertama
berdasarkan jumlah kartu BPJS kesehatan yang terdaftar pada Puskesmas tersebut.

Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang
diberikan.

Jasa sarana adalah biaya yang dibayarkan untuk penggunaan sarana puskesmas, bahan dan
alat habis pakai serta obat-obatan

Jasa Pelayanan Kesehatan adalah biaya jasa pelaksanaan dalam rangka observasi, diagnosis,
pengobatan, dan/atau pelayanan medis lainnya



15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat
Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Nias Selatan.

BAB II
SISTEM PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 2

(1). Pembayaran Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan cara
sebagai berikut :

a. BPJS Kesehatan meyalurkan dana BPJS ke rekening Dinas Kesehatan untuk disetor ke Kas
Daerah

b PPKD menetapkan sesuai dengan Akun yang ditetapkan untuk itu, dan

c. Dinas Kesehatan mengajukan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan prosedur keuangan
lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dapat dilaksanakan oleh Dinas
Kesehatan.

d. Pembayaran klaim Non Kapitasi meliputi :

Pelayanan Ambulance;

Pembayaran obat program rujuk balik;

Pemeriksanaan penunjang pelayanan program rujuk balik;

Pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk pelayanan terapi krio;

Rawat Inap tingkat pertama;

Pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter;

Pelayanan KB berupa MOP/Vaksetomi;

Kompensasi pada daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat;

Pelayanan darah pada FKTP; dan,

Pelayanan gawat darurat diu fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS

Kesehatan

(2). Penggunaan dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 100% (seratus
persen) sebagai jasa pelayanan kesehatan
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Pasal 3

Pembagian dana Non Kapitasi untuk jasa pelayanan kesehatan merupakan kewenangan kepala
Puskesmas dengan memperhatikan petugas pelaksana kesehatan dimaksud;

Pasal 4
Kepala Puskesmas bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja
dana yang berasal dari BPJS;

Pasal 5

Dinas Kesehatan bertanggung jawab memberikan pembinaan kepala Puskesmas dalam pelaksanaan
Peraturan Bupati ini;

BAB Il
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Tarif pelayanan terhadap pasien peserta BPJS kesehatan akan di bayarkan terhitung 1 Januari 2015

BAB IV
Pasal 7

Denggn berlakunya Peraturan Bupati ini maka segala ketentuan yang setingkat dengan Peraturan
Bupati dan/atau Produk Hukum Daerah Kabupaten Nias Selatan dibawah Peraturan Bupati yang

mengatur tentang Pedoman Penggunaan Tarif Rawat Inap dan Pelayanan Persalinan, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi;



Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempataannya dalam Berita Daerah kabupaten Nias Selatan.
Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 12 Januari 2015
BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

IDEALISMAN DACHI

Diundangkan di Teluk Dalam
pada tanggal 13 Januari 2015

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN,

FADUHUSI DAELY

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 03



Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempataannya dalam Berita Daerah kabupaten Nias Selatan.
Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 12 Januari 2015
BUPATI NIAS SELATAN,
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IDEALISMAN DACHI
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Plt. SEKRETARIS DAERAH
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